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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the level of food security in both types of households,
namely male headed households (RTKP) and female headed households (RTKW). The objective of this
research are male headed households (RTKP) and female headed households (RTKW) ) in Jembatan
Serong Community. The research methode uses a quantitative approach to survai research that is
supported by qualitative data. The respondents were selected by applying simple random sampling
technique. The results of this study showed that households in Jembatan Serong Community belong to the
category of food security and food security inequality do not occur in RTKP and RTKW. Based on cross
tabulation, the education of food administrators of RTKP and RTKW associated with the level of food
security and income levels RTKP and RTKW associated with the level of food security.

Keywords: food security level, male headed households, female headed households.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pangan merupakan hal penting yang harus dipenuhi
oleh setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya.
Pangan yang dimaksud dalam hal ini adalah pangan
pokok bagi masyarakat Indonesia, yaitu beras, sumber
karbohidrat bagi tubuh. Tercukupinya asupan gizi yang
terkandung dalam pangan dan diserap oleh tubuh dapat
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan,
maka setiap negara akan mendahulukan pembangunan
ketahanan  pangannya  sebagai  fondasi  bagi
pembangunan sektor-sektor lainnya (Arumsari dan Rini,
2007). Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk
mewujudkan ketahanan pangan dan hal tersebut
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996
tentang pangan. Undang-Undang tersebut
mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi
terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
Berdasarkan definisi tersebut, ketahanan pangan yang
dimaksud tidak hanya di tingkat global, nasional, dan
regional tapi juga sampai pada tingkat rumah tangga.

Ketersediaan pangan nasional dan regional tidak
menjamin adanya ketahanan pangan rumahtangga atau
individu karena Kketersediaan pangan dan ketahanan

pangan ditentukan oleh akses untuk mendapatkan
pangan (Saliem et al., 2005). Dampak dari ketiadaan
akses terhadap pangan salah satunya seperti yang terjadi
di Indonesia, yaitu krisis pangan di Yahukimo, Papua
yang mengakibatkan terjadinya kasus kelaparan besar-
besaran.

Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai konsep
rumahtangga dalam kaitannya dengan ketahanan pangan
di tingkat rumahtangga. Konsep rumahtangga yang
dimaksud adalah seorang atau sekelompok orang yang
mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau
sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari
satu dapur'. Secara umum, rumahtangga di Indonesia
ada dua tipe, yaitu rumahtangga yang dikepalai oleh
pria (RTKP) dan rumahtangga yang dikepalai oleh
wanita (RTKW). Pria dan wanita yang menjadi kepala
rumahtangga ini merupakan orang yang berkontribusi
ekonomi terbesar dalam rumahtangga dan juga sebagai
pencari nafkah utama. Jika ditinjau berdasarkan tipe
rumahtangga, diduga akan terjadi ketimpangan
ketahanan pangan dimana ketahanan pangan RTKP
lebih tahan pangan dibandingkan dengan RTKW.
Dugaan tersebut diperkuat berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita-Institut
Pertanian Bogor (1998), yang menyatakan bahwa

! BPS. Diakses dari
http://www.datastatistikindonesia.com/content/view/928/950/
pada tanggal 14 April 2010.
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rumahtangga-rumahtangga yang dikepalai oleh wanita
seringkali termasuk ke dalam rumahtangga paling
miskin yang disebabkan oleh diskriminasi dalam
pengupahan, pola pembagian kerja pada pasar tenaga
kerja, serta kendala-kendala lainnya yang berkaitan
dengan gender. Ketimpangan tersebut pada akhirnya
akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia.
Besarnya pendapatan yang diperoleh oleh RTKP dan
RTKW dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang
dilakukannya. Pada masyarakat transisi, yaitu
masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari
masyarakat pertanian ke masyarakat industri, jumlah
pendapatan yang diterima oleh wanita yang bekerja di
sektor industri berbeda dengan jumlah pendapatan yang
diterima oleh pria walaupun pekerjaan yang dilakukan
oleh keduanya sama. Kesenjangan tingkat upah antara
pekerja wanita dengan pekerja pria seperti dalam
Laporan Country Gender Assessment 2006 mengenai
Indonesia, menunjukkan bahwa rata-rata upah yang
diterima oleh pekerja wanita per jam hanya 70 persen
daripada pendapatan yang diterima oleh pekerja pria
(Susiana, 2009). Perbedaan tingkat pendapatan RTKP
dan RTKW vyang tergolong masyarakat transisi
diperkirakan berhubungan dengan kemampuannya
dalam  mengakses atau memenuhi  kebutuhan
pangannya. Oleh karena itu, diduga bahwa tingkat
pendapatan RTKP dan RTKW berhubungan dengan
tingkat ketahanan pangan. Selain perbedaan tingkat
pendapatan, diduga tingkat pendidikan pengelola
pangan RTKP dan RTKW berhubungan dengan tingkat
ketahanan pangan rumahtangga. Pengelola pangan baik
pada RTKP maupun RTKW merupakan orang yang
memutuskan untuk memilih jenis pangan yang akan
dikonsumsi dan jumlah pengeluaran pangan yang akan
dibeli. Penelitian ini mengkaji mengenai ketahanan
pangan di kedua tipe rumahtangga, yaitu RTKP dan
RTKW. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai
ketahanan pangan belum ada yang membahas ketahanan
pangan pada tipe rumahtangga sehingga penelitian
tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka
perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat ketahanan pangan pada
masing-masing tipe rumahtangga, yaitu
rumahtangga yang dikepalai pria (RTKP) dan
rumahtangga yang dikepalai wanita (RTKW)?

2. Sejauh manakah ketimpangan ketahanan pangan

yang terjadi diantara kedua tipe rumahtangga
tersebut?

3. Bagaimanakah hubungan tingkat pendidikan
pengelola pangan dan tingkat pendapatan

rumahtangga dengan tingkat ketahanan pangan pada
rumahtangga yang dikepalai pria (RTKP) dan
rumahtangga yang dikepalai wanita (RTKW)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka
tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui tingkat ketahanan pangan pada masing-
masing tipe rumahtangga, yaitu rumahtangga yang
dikepalai pria (RTKP) dan rumahtangga yang
dikepalai wanita (RTKW).

2. Mengetahui sejauh mana ketimpangan ketahanan
pangan yang terjadi diantara kedua tipe rumahtangga
tersebut.

3. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan pengelola
pangan dan tingkat pendapatan rumahtangga dengan
tingkat ketahanan pangan pada rumahtangga yang
dikepalai pria (RTKP) dan rumahtangga yang
dikepalai wanita (RTKW).

PENDEKATAN TEORITIS
Tinjauan Pustaka
Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan komitmen Indonesia
pada sektor pembangunan pangan. Komitmen tersebut
dituangkan dalam beberapa kebijakan, yaitu dalam
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan
dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 2002
tentang ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 68 tahun 2002 tentang pangan, ketahanan
pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya
pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah maupun
mutunya, aman, merata, dan terjangkau (Rahayu, 2007).
Terdapat beberapa definisi lain tentang ketahanan
pangan yang dikemukakan baik oleh lembaga
perbankan maupun hasil konferensi internasional.
Menurut World Bank dalam Indaryanti (2003)
mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses semua
orang pada setiap saat terhadap pangan yang mencukupi
untuk menjamin kehidupan yang aktif dan sehat.
Berdasarkan hasil konferensi internasional World
Conference on Human Right (1993) dalam Saliem
(2005), ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi
terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu baik dalam
jumlah maupun mutu agar dapat hidup aktif dan sehat
secara berkesinambungan sesuai dengan budaya
setempat. Salah satu definisi ketahanan pangan yang
dituangkan dalam kebijakan UU RI No. 7 tahun 1996
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chung (1997)
dalam Maisaroh (2001), bahwa ketahanan pangan
mempunyai tiga komponen utama, yaitu:

a. Ketersediaan Pangan

Menurut Braun et al. (1992) dalam Antang (2002),
pada tingkat rumahtangga, ketersediaan pangan
dapat dipenuhi dari produksi pangan sendiri dan
membeli pangan yang tersedia di pasar.

b. Akses Pangan

Akses pangan terkait dengan akses ekonomi bagi
individu untuk memperoleh pangan. Akses pangan
terjamin apabila rumahtangga dan individu di
dalamnya memiliki sumberdaya yang cukup untuk
mendapatkan pangan yang tepat untuk konsumsi
yang bergizi dan akses pangan ini tergantung pada
pendapatan rumahtangga, distribusi pendapatan di
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dalam rumahtangga dan harga pangan (WFP, 1998;
Riely et al., 1999 dalam Rahayu, 2007).

¢. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan adalah penggunaan sifat
biologi yang dimiliki pangan, kebutuhan akan
konsumsi yang memberikan energi dan zat gizi
essensial, air yang sehat, dan sanitasi yang baik
(WFP, 1998; Riely et al., 1999 dalam Rahayu,
2007). Pemanfataan pangan dapat diartikan sebagai
konsumsi pangan.

Perwujudan sistem ketahanan pangan di tingkat
rumahtangga (mikro) dalam kerangka hubungannya
dengan sistem ketahanan pangan di tingkat wilayah atau
negara (makro) digambarkan pada Gambar 1.
Tercapainya ketahanan pangan di tingkat makro belum
tentu tercapai pula ketahanan pangan di tingkat mikro.
Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh individu
dan rumahtangga. Jika ditinjau dari sistem kelembagaan
sosial pangan masyarakat, terwujudnya ketahanan
pangan merupakan hasil dari bekerjanya secara sinergis
suatu sistem yang terdiri dari subsistem rumahtangga,

subsistem lingkungan masyarakat, dan subsistem
pemerintah.  Subsistem  rumahtangga  mengelola
penyediaan, cadangan, dan pola konsumsi yang

menjamin setiap individu memperoleh asupan gizi yang
cukup. Subsistem lingkungan masyarakat mengatur
penyelenggaraan produksi, distribusi, dan pemasaran
yang menjamin penyediaan pangan di seluruh wilayah
setiap saat. Adapun subsistem pemerintah mengelola
kebijakan, fasilitas, pelayanan, dan pengawasan yang
menjamin sistem usaha pangan secara adil dan
bertanggung jawab (Rindayati, 2009).

Produkst Perdagangan: Cadangan Pangan:
Daerah - Anfar Daerah - Pemerintah
- Antar Negana - Pemda
- Bantuan Luar Negen
Cadangan Pangan Ketersediaan Bantuan
Masyarakat di Pasar Pangan
. |
Cadangan Pangan Ketahanan Konsumsi pangan yang
Rumahtangga Pangan cukup uatuk hidup sehat
Rumahtangea dan produktif:
r T - Setiap individu
- Setiap saat
Produksi Usaha Pendapatan - Sesuai pilihan
Tani
I
Usaha
lain/Off-farm

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional Jakarta (2005) dalam Rindayati (2009)
Gambar 1. Ststem Ketahanan Pangan di Tingkat Rumahtangga (Mikro)

Pengukuran Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dapat diukur dengan dua metode,
yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode
kuantitatif menurut Smith (2002) dan Ferro-Luzzi
(2002) dalam Antang (2002), dilakukan dengan
menggunakan survei pengeluaran rumahtangga atau
Household Expenditure Survey (HES) dan asupan
pangan individu atau Individual Food Intake (IFI).
Terdapat empat variabel yang digunakan untuk
mengukur ketahanan pangan dari survei pengeluaran
rumahtangga seperti yang dikemukakan oleh Smith
(2002) dalam Antang (2002), yaitu a) jumlah konsumsi
energi rumahtangga, b) tingkat kecukupan energi, c)
diversifikasi pangan, dan d) persen pengeluaran untuk
pangan.

Sejak dua dekade lalu, para peneliti telah
mengidentifikasi seperangkat pola kondisi, pengalaman,
dan perilaku yang secara konsisten menggambarkan
fenomena ketidaktahanan pangan dan kelaparan. Di
Amerika Serikat telah dikembangkan pengukuran
ketahanan pangan yang dilakukan dengan metode
kualitatif menggunakan alat kuesioner. Pertanyaan
dalam Kkuesioner untuk berbagai indikator ini telah
tertuang dalam Current Population Survey (CPS) Food
Security Supplement di Amerika Serikat pada tahun
1995, yang menjadi dasar bagi pengukuran ketahanan
pangan. Menurut Bickel et al. (2000) dalam Rahayu
(2007), ”modul inti” CPS (bagian kunci CPS Food
Security Supplement) menanyakan tentang bermacam
kondisi kejadian perilaku dan reaksi subjektif berupa:
(1) kekhawatiran bahwa anggaran pangan rumahtangga
atau  ketersediaan  pangan  kemungkinan tidak
mencukupi; (2) persepsi bahwa konsumsi orang dewasa
atau anak-anak dalam rumahtangga tidak mencukupi
dari segi kualitas, (3) kejadian mengurangi konsumsi
orang dewasa dalam rumahtangga, atau berbagai akibat
yang muncul dari mengurangi asupan makanan dan (4)
kejadian mengurangi makanan atau berbagai akibat
yang muncul karena mengurangi asupan makanan pada
anak-anak dalam rumahtangga. Menurut Bickel et al.
(2000) dalam Rahayu (2007), pertanyaan yang tercakup
dalam modul inti dikombinasikan ke dalam suatu
ukuran yang disebut skala ketahanan pangan.
Selanjutnya skala ketahanan pangan disederhanakan ke
dalam pengkategorian yang bermakna “tingkat
keparahan”, antara lain:

a. tahan pangan yaitu apabila  rumahtangga
menunjukkan tidak ada atau hanya sedikit bukti
ketidaktahanan pangan.

b. tidak tahan pangan tanpa kelaparan yaitu keadaan
tidak tahan pangan terbukti pada anggota
rumahtangga yang perhatian terhadap kecukupan
suplai pangan rumahtangga dan menyesuaikannya
dengan manajemen rumahtangga dengan cara
menurunkan kualitas pangan dan meningkatkan
bentuk koping yang luar biasa. Dalam hal ini hanya
sedikit atau tidak ada pengurangan asupan makanan
anggota rumahtangga.

c. tidak tahan pangan dengan kelaparan sedang terjadi
apabila asupan makanan bagi orang dewasa dalam
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rumahtangga dikurangi  sehingga mengalami
pengalaman sensasi fisik berupa kelaparan yang
berulang. Pada sebagian besar rumahtangga tidak
tahan pangan yang memiliki anak, tindakan
mengurangi asupan makanan pada anak-anak tidak
terbukti.

d. tidak tahan pangan dengan kelaparan berat yaitu
keadaan bagi semua rumahtangga yang memiliki
anak melakukan pengurangan asupan makanan
untuk anak-anak sehingga anak-anak mengalami
kelaparan. Bagi beberapa rumahtangga lain yang
memiliki anak, hal ini telah terjadi pada saat awal
tahap keparahan yang berat. Adapun keadaan orang
dewasa dalam rumahtangga yang memiliki anak
maupun yang tidak memiliki anak mengalami
pengalaman yang berulang dan lebih meluas dalam
hal pengurangan asupan makanannya.

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan
Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan rumahtangga dapat berhubungan
dengan berbagai macam faktor, antara lain tingkat
pendidikan pengelola pangan rumahtangga, tingkat
pendapatan rumahtangga, dan struktur rumahtangga.
Pengelola pangan di rumahtangga pada umumnya
adalah ibu. Alderman & Gracia (1994) dalam Antang
(2002), menyatakan bahwa tingkat pendidikan ibu
berhubungan dengan ketahanan pangan melalui
konsumsi pangan rumahtangga dan pendidikan kepala
rumahtangga turut mempengaruhi pula, akan tetapi
tidak sebesar pengaruh akibat tingkat pendidikan ibu.
Menurut Tanziha (2005), tingkat pendidikan yang tinggi
juga berhubungan dengan pendapatan. Rumahtangga
dengan ibu berpendidikan tinggi biasanya mempunyai
lebih banyak uang yang dapat digunakan untuk
pembelian pangan. Penelitian lainnya mengenai
ketahanan pangan yang dilakukan oleh Khomsan
menemukan bahwa indikator ketahanan pangan di Jawa
adalah konsumsi beras, tempe, tahu, serta pendidikan
ayah dan ibu. Khomsan juga menyatakan bahwa
semakin tinggi pendidikan ayah dan ibu maka
pendapatan rumahtangga juga akan semakin tinggi
sehingga mereka memiliki daya beli pangan yang lebih
besar (Khomsan, 1999 dalam Maisaroh, 2001).

Selain pendidikan, pendapatan juga berhubungan
dengan ketahanan pangan, dimana seperti yang
dinyatakan oleh Khomsan bahwa semakin tinggi
pendidikan maka pendapatan akan semakin tinggi pula
dan pada akhirnya daya beli pangan juga akan lebih
besar. Menurut FAO (1997) dalam Tanziha (2005),
bahwa determinan utama dari ketahanan
pangan/ketidaktahanan pangan adalah pendapatan yang
memadai atau daya beli untuk memenuhi biaya hidup.
Menurut Hunger Site (2003) dalam Tanziha (2005),
peningkatan pendapatan keluarga dapat memperbaiki
ketahanan pangan keluarga melalui peningkatan akses
mereka terhadap pangan. Menurutnya, konsumsi pangan
sangat berhubungan dengan tingkat pendapatan,
berdasarkan hasil penelitiannya baik di perkotaan
maupun di pedesaan menunjukkan bahwa pendapatan
berhubungan nyata dengan konsumsi kalori. Menurut
Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (1995) dalam

Susiana (2009), rendahnya gaji atau upah yang diterima
oleh wanita tidak terlepas dari pandangan patriarkis
bahwa wanita kurang produktif jika dibandingkan
dengan pria. Selanjutnya, disebutkan bahwa pria sebagai
kepala rumahtangga dibayar dengan “upah keluarga”,
yaitu upah yang meliputi kebutuhan hidup bagi dirinya
sendiri, istri, dan anak-anaknya. Sebaliknya, wanita
yang melakukan kerja produktif hanyalah memberi
tambahan pendapatan keluarga dan oleh karenanya
dapat diberi upah yang kurang daripada pekerja pria,
bahkan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Masih
menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan (1995)
dalam Susiana (2009), pandangan patriarkis seperti itu
sebenarnya bertentangan dengan kenyataan yang ada di
lapangan. Struktur rumahtangga juga berhubungan
dengan ketahanan pangan rumahtangga. Struktur
rumahtangga yang dimaksud didefinisikan sebagai

komposisi rumahtangga yang terdiri dari anggota
rumahtangga. Jumlah anggota rumahtangga
berhubungan dengan pengeluaran untuk pangan.

Suhardjo (1989) dalam Tanziha (2005), mengemukakan
bahwa meningkatnya jumlah anggota keluarga tanpa
diimbangi dengan peningkatan pendapatan, maka
pendistribusian konsumsi pangan akan semakin sedikit
sehingga konsumsi pangan keluarga tersebut tidak
cukup untuk mencegah kejadian kurang gizi. Tipe
rumahtangga yang ada di Indonesia ada dua, yaitu
rumahtangga yang dikepalai pria dan rumahtangga yang
dikepalai wanita. BPS mendefinisikan wanita kepala
rumahtangga adalah wanita yang belum kawin, cerali,
atau janda dan tinggal sendiri atau bersama anak-anak
atau anggota rumahtangga lainnya, serta mengurus
rumahtangganya sendiri terpisah dari orang lain
(Surbakti, 1990). Wanita yang berstatus kawin terhitung
sebagai kepala rumahtangga bila suaminya tinggal di
tempat lain. Menurut Surbakti (1991), secara de jure
wanita digambarkan sebagai kepala rumahtangga,
karena memang hidup berumahtangga sendiri, dalam
arti tidak menikah atau karena bercerai, cerai-hidup atau
cerai-mati. Secara de facto wanita digambarkan sebagai
kepala rumahtangga karena wanita merantau tanpa
suami atau sebaliknya dan berumahtangga sendiri. Pada
status sosial dalam masyarakat, wanita menjadi pencari
nafkah utama dan menjadi penanggung jawab untuk
rumahtangga. Hal ini berlaku pula untuk rumahtangga
dengan kehadiran suami tetapi suami tidak mampu
secara  fisik atau mental untuk  mengelola
rumahtangganya  (Surbakti, 1991).  Berdasarkan
pengamatan makro terhadap lima jenis komunitas,
Surbakti (1991) dalam Pusat Studi Wanita-Institut
Pertanian Bogor (1998) mengemukakan bahwa: (1)
Umumnya rumahtangga Yyang dikepalai wanita
mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibanding
rumahtangga yang dikepalai pria, (2) Ada kesenjangan
status ekonomi yang nyata antara rumahtangga yang
dikepalai wanita dan rumahtangga yang dikepalai pria
dan kesenjangan tersebut bersumber pada susunan
anggota rumahtangga pencari nafkah, pendidikan, dan
kesempatan bekerja, dan (3) Status ekonomi
rumahtangga yang dikepalai wanita sangat dipengaruhi
oleh komunitasnya.
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Penelitian yang dilakukan oleh Grijns (1992) membagi
tahapan siklus hidup wanita menjadi lima, yaitu wanita
melajang, wanita menikah dan memiliki anak kecil,
janda dengan anak kecil, janda dengan anak dewasa,
dan janda lansia (Grijns et al., 1992). Siklus hidup yang
dikemukakan oleh Grijns tersebut tidak hanya berlaku
pada wanita tapi juga berlaku pada pria. Penelitian lain
mengenai rumahtangga dilakukan oleh White, dimana ia
membagi rumahtangga ke dalam empat tahapan
ekspansi demografis, yaitu a) ekspansi awal (anak tertua
0-9 tahun), b) ekspansi pertengahan (anak tertua 10-14
tahun), c) ekspansi lanjut (anak tertua 15 tahun ke atas),
dan d) ekspansi penyebaran (ada anak memisahkan diri
dari rumahtangga) (White, 1976 dalam Sitorus, 1990
dalam Prasodjo, 1993). Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Surbakti (1991), Grijns (1992), dan White (1976)
dikombinasikan sehingga dalam penelitian ini struktur
rumahtangga terbagi ke dalam empat kategori
berdasarkan siklus hidupnya, yaitu (1) rumahtangga
lajang, dimana wanita atau pria lajang menjadi kepala
rumahtangga (pencari nafkah) karena orangtuanya
meninggal atau sudah tidak mampu mengelola
rumahtangga dan memiliki tanggungan anggota
rumahtangga lainnya. (2) rumahtangga tanpa anak,
dimana wanita atau pria yang sudah menikah baik yang
masih memiliki pasangan maupun yang sudah tidak
memiliki pasangan (janda/duda) menjadi kepala
rumahtangga (pencari nafkah) namun tidak memiliki
anak atau tanggungan anggota rumahtangga lainnya. (3)
rumahtangga tahap ekspansi demografis awal,
dimana wanita atau pria yang sudah menikah baik yang
masih memiliki pasangan (namun pasangannya tidak
mampu  secara fisik dan mental mengelola
rumahtangganya) maupun yang sudah tidak memiliki
pasangan (janda/duda) menjadi kepala rumahtangga
(pencari nafkah) serta memiliki anak tertua berusia < 10
tahun. (4) rumahtangga tahap ekspansi demografis
lanjut, dimana wanita atau pria yang sudah menikah
baik yang masih memiliki pasangan (hamun
pasangannya tidak mampu secara fisik dan mental
mengelola rumahtangganya) maupun yang sudah tidak
memiliki pasangan (janda/duda (termasuk janda/duda
yang usianya > 60 tahun) ) menjadi kepala rumahtangga
(pencari nafkah) serta memiliki anak tertua berusia > 10
tahun baik yang masih tinggal satu rumah maupun yang
sudah menikah dan berpisah dari orangtuanya
(membentuk keluarga baru). Oleh karena itu, baik tipe
rumahtangga RTKW maupun RTKP terdiri dari empat
struktur rumahtangga berdasarkan siklus hidupnya,
yaitu rumahtangga lajang, rumahtangga tanpa anak,
rumahtangga tahap ekspansi demografis awal, dan
rumahtangga tahap ekspansi demografis lanjut.

Penelitian Sebelumnya mengenai Ketahanan Pangan

Penelitian yang dilakukan oleh Indaryanti (2003)
dengan topik analisis strategi ketahanan pangan
komunitas, menunjukkan bahwa rumahtangga petani
berada pada kondisi ketahanan pangan yang cukup baik
dan secara relatif berada pada keadaan “tahan pangan”.
Kondisi terjadinya perubahan pendapatan pada
rumahtangga petani secara relatif tidak secara langsung
mempengaruhi alokasi pengeluaran rumahtangga yang
bersangkutan untuk bahan pangan beras. Ada dua

strategi yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan
dan konsumsi pangan, vyaitu strategi pengalihan
kelebihan pendapatan dan strategi penyesuaian
konsumsi. Strategi pengalihan kelebihan pendapatan
rumahtangga petani berbeda-beda, dilihat dari besarnya
lahan yang dimilikinya. Selain mengenai strategi
ketahanan pangan, ada juga peneliti yang mengkaji
mengenai ketahanan pangan rumahtangga dan peranan
modal sosial, seperti yang dilakukan oleh Alfiasari
(2007), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
63,3 persen rumahtangga miskin di Kelurahan Kedung
Jaya dan 67,6 persen rumahtangga miskin di Kelurahan
Tajur berada dalam kondisi tidak tahan pangan. Ada
faktor lain yang berperan dalam menciptakan
rumahtangga yang tahan pangan, selain kemampuan
ekonomi rumahtangga. Potensi tersebut tidak selalu
berbentuk uang namun secara ekonomi bermanfaat
dalam membantu rumahtangga tetap tahan pangan
meskipun kemampuan ekonominya rendah. Salah satu
potensi tersebut adalah hubungan sosial atau modal
sosial antar rumahtangga miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth (2007)
mengenai peran ganda wanita tani dalam mencapai
ketahanan  pangan rumahtangga di  pedesaan,
menunjukkan bahwa pada dasarnya, wanita memiliki
peranan ganda dalam rumahtangga, yang terimplikasi
dari (1) peran kerja sebagai ibu rumahtangga (feminine
role), dan (2) peran sebagai pencari nafkah (tambahan
atau utama). Akibat meningkatnya pendapatan yang
diperoleh melalui pola nafkah ganda sebagai
konsekuensi peran ganda wanita tani, maka kebutuhan
pangan rumahtangga sehari-hari diharapkan dapat
terpenuhi. Peningkatan produktivitas tenaga Kkerja
wanita tani memiliki peran dan potensi yang strategis
dalam mendukung peningkatan maupun perolehan
pendapatan rumahtangga pertanian di pedesaan.
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sukiyono et al.
(2008) mengenai status wanita dan ketahanan pangan
rumahtangga nelayan dan petani padi, menunjukkan
bahwa peranan anggota rumahtangga, termasuk wanita
(istri), ~dalam  mempertahankan  pangan  bagi
rumahtangga, tidak terlepas dari atribut yang melekat
pada anggota rumahtangga, seperti faktor umur,
pendidikan, pengalaman, perilaku (intern), jumlah
tanggungan rumahtangga, luas lahan garapan, orientasi
produksi, dan status wanita. Faktor-faktor ini secara
teoritik akan menentukkan ketahanan pangan bagi
rumahtangga.

Kerangka Pemikiran

Skala ketahanan pangan dalam penelitian ini disebut
dengan tingkat ketahanan pangan dan disederhanakan
menjadi dua kategori, yaitu tidak tahan pangan dan
tahan pangan. Dalam penelitian ini terdapat dua tipe
rumahtangga, yaitu rumahtangga yang dikepalai pria
(RTKP) dan rumahtangga yang dikepalai wanita
(RTKW). Setiap tipe rumahtangga terbagi ke dalam
empat struktur rumahtangga berdasarkan siklus hidup,
yaitu: (1) Rumahtangga lajang, (2) Rumahtangga tanpa
anak, (3) Rumahtangga tahap ekspansi demografis awal,
dan (4) Rumahtangga tahap ekspansi demografis lanjut.
Tipe rumahtangga dan struktur  rumahtangga
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berdasarkan siklus hidup termasuk ke dalam struktur
demografi rumahtangga yang diduga berpengaruh pada
tingkat pendapatan yang diperoleh oleh rumahtangga.
Tingkat pendapatan rumahtangga diduga berhubungan
dengan tingkat ketahanan pangan rumahtangga.
Pendapatan ini dilihat dari jumlah total pendapatan yang
diperoleh dari anggota rumahtangga yang sudah bekerja
dan mendapatkan penghasilan. Jika tingkat pendapatan
rumahtangga termasuk ke dalam kategori tinggi, diduga
akan mampu mengakses pangan yang lebih beragam.
Sebaliknya, jika tingkat pendapatan rumahtangga
termasuk ke dalam kategori rendah, diduga tidak
mampu mengakses pangan yang beragam dikarenakan
keterbatasan pendapatan yang diperolehnya. Pada
RTKW, dimana yang mencari nafkah adalah wanita
diduga terjadi diskriminasi pengupahan tenaga kerja
wanita yang berpengaruh pada akses wanita dalam
mendapatkan pangan sehingga dapat berdampak pada
ketahanan  pangannya. Diskriminasi  pengupahan
tersebut, semakin terasa pada RTKW yang memiliki
balita, dimana ia harus mencari nafkah untuk dapat
mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya namun di
satu sisi, ia juga harus mengurus anak dan
rumahtangganya. Hal tersebut menimbulkan banyaknya
RTKW vyang bekerja pada pekerjaan paruh waktu dan
berupah rendah. Namun demikian, pada RTKW yang
memiliki anak yang sudah bekerja, kebutuhan
pangannya diduga akan dapat tercukupi karena adanya
penambahan pendapatan di rumahtangga. Pada RTKP,
diduga tidak terjadi diskriminasi pengupahan sehingga
pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk
mengakses pangan dan non pangan sekaligus. Pangan
yang tersedia dan berasal dari “membeli” akan terkait
pada uang yang diperolehnya (baik dari hasil total
pendapatan rumahtangga maupun hasil utang). Pangan
yang tersedia di rumahtangga bisa berasal dari
membelinya di pasar, barter, dan berasal dari pemberian
orang lain. Selain tingkat pendapatan rumahtangga,
diduga tingkat pendidikan pengelola  pangan
rumahtangga berhubungan dengan tingkat ketahanan
pangan. Pengelola pangan rumahtangga adalah orang
yang memutuskan untuk memilih dan membeli jenis
bahan pangan serta jumlah pengeluaran untuk pangan.
Oleh karena itu, diduga jika pengelola pangan memiliki
tingkat pendidikan yang tinggi maka ia memiliki
pengetahuan mengenai kandungan gizi dalam setiap
jenis pangan dan dapat memanfaatkan pengetahuan
pangan dan gizinya untuk dapat memutuskan untuk
memilih dan membeli pangan dengan memperhatikan
kandungan gizinya. Sebaliknya, diduga jika tingkat
pendidikan pengelola pangan rendah maka ia kurang
memiliki pengetahuan mengenai kandungan gizi dalam
setiap jenis pangan sehingga dalam memutuskan untuk
memilih dan membeli pangan tidak memperhatikan
kandungan gizinya.

Tingkat ketahanan pangan rumahtangga baik pada
RTKP dan RTKW diduga berbeda karena bergantung
pada kemampuan rumahtangga dalam mengakses atau
memenuhi pangan. Perbedaan tingkat ketahanan pangan
pada Kkedua tipe rumahtangga tersebut dapat
menimbulkan  ketimpangan  ketahanan  pangan.
Ketimpangan ketahanan pangan terjadi dimana pada

rumahtangga yang tingkat ketahanan pangannya
termasuk ke dalam kategori tahan pangan akan lebih
terjamin kebutuhan pangannya daripada rumahtangga
yang tingkat ketahanan pangannya termasuk ke dalam
kategori tidak tahan pangan. Terwujudnya ketahanan
pangan pada semua tipe rumahtangga akan berdampak
pada perbaikan status gizi rumahtangga. Status gizi
rumahtangga yang baik mencerminkan Kkualitas
sumberdaya manusia yang ada di rumahtangga tersebut.
Semakin baik status gizinya maka kualitas sumberdaya
manusia pun dapat berkualitas sehingga mampu untuk
melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Untuk
lebih jelasnya, kerangka pemikiran ini disajikan pada
Gambar 2.

1. Tingkat pendidikan
pengelola  pangan J
numahtangga

Tingkat Ketahanan Pangan

). Tingkat Pendapataa |

Rumahtangga v
Y Status Gizi Rumahtangea
: T
3, Struktur Demografi - -
Rumahtangga Kualitas Sumberdaya
a. Tipe rumahtangga Manusia
b, Tipe menurut stklus
hip
Keterangan
—_— . eeeee

= Hubungan yang ditelit * = Hubungan yang tidak ditelin

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran di atas, disusun
hipotesis uji sebagai berikut:

1. Ketimpangan ketahanan pangan rumahtangga yang
dikepalai pria (RTKP) dan rumahtangga yang
dikepalai wanita (RTKW).

HO : Tingkat ketahanan pangan RTKP sama dengan
tingkat ketahanan pangan RTKW.

H1 : Tingkat ketahanan pangan RTKP tidak sama
dengan tingkat ketahanan pangan RTKW.

2. Hubungan antara tingkat pendidikan pengelola
pangan rumahtangga dengan tingkat ketahanan
pangan rumahtangga.

a. Diduga ada hubungan antara tingkat pendidikan
pengelola pangan RTKP dengan tingkat
ketahanan pangan RTKP.

b. Diduga ada hubungan antara tingkat pendidikan
pengelola pangan RTKW dengan tingkat
ketahanan pangan RTKW.

3. Hubungan antara tingkat pendapatan rumahtangga
dengan tingkat ketahanan pangan rumahtangga.
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PENDEKATAN LAPANG
Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
kuntitatif yang didukung oleh data kualitatif.
Pendekatan kuantitatif yang dilakukan adalah dengan
penelitian survai. Menurut Singarimbun dan Effendi
(1989), penelitian survai adalah penelitian yang
mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.
Data kualitatif digunakan untuk menggali informasi
yang sifatnya lebih mendalam serta untuk memperijelas
gambaran tentang keadaan sosial yang diperoleh melalui
pendekatan kuantitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tiga rukun tetangga, yaitu RT
01, 02, 03 RW 03 Desa Cihideung Ilir, Kecamatan
Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi tiga
rukun tetangga selanjutnya akan disebut sebagai
Komunitas Jembatan Serong. Penentuan lokasi
penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive)
berdasarkan  pertimbangan  di  lokasi  tersebut
masyarakatnya merupakan masyarakat transisi dari
masyarakat pertanian ke masyarakat industri, terdapat
masyarakat yang terdiri dari rumahtangga Yyang
dikepalai pria (RTKP) dan rumahtangga yang dikepala
wanita (RTKW), serta kemudahan ak